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ABSTRACT

Research with additional criminal title material in Law NO. 17 of 2016 for
perpetrators of the crime of pedophilia in human rights analysis, by discussing the
issue of what is the basis for the consideration of giving additional crimes in the
form of chemical castration regulated in Law No. 17 of 2016 for the perpetrators
of Pedhofilia and how the additional crime of castration and human rights is
related. Research with a statutory regulatory approach and a conceptual
approach, it is concluded that the enactment of the second amendment of the
Child Protection Law, is accompanied by a philosophical basis, namely the
imposition of sanctions on Pedhofilia in the form of chemical castration, that evil
acts related to Pedhofilia's sex are bad for children. Children who are victims of
Pedhofilia, the impact that is received can damage the future of the child,
especially children who are victims of Pedhofilia not only harm the child, but also
the wider community. The regulation of human rights is related to human
reproductive rights, that everyone has the right to health reproduction, this right
is protected by law in this case Article 28 H paragraph (1) of the 1945
Constitution and Article 49 of Law no. 39 of 1999. Reproductive rights are rights
of women who need protection from the actions of pedophiles, if a conflict is
between the rights of the perpetrators of criminal acts that are subject to
additional sanctions in the form of chemical castration in relation to the
provisions of Article 70 of Law No. 39 of 1999, that the perpetrator of chemical
castration has the right not to receive torture with chemical castration but on the
other hand, the perpetrator must respect children as victims of criminal acts of
sexual violence pedophilia).

Keywords: Additional Crime, Pedofilia, Human Rights



ABSTRAK

Penelitian dengan materi judul pidana tambahan dalam UU NO. 17 tahun 2016
bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam analisa hak asasi manusia, dengan
membahas permasalahan apa dasar pertimbangan pemberian kejahatan tambahan
berupa tindakan kebiri kimia diatur di UU No. 17 tahun 2016 bagi pelaku
Pedhofilia dan bagaimana hubungan kejahatan tambahan kebiri dan HAM.
Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan
konsep, diperoleh suatu kesimpulkan bahwa diundangkannya UU Perlindungan
Anak perubahan kedua, disertai suatu landasan filosofis yakni pemberian sanksi
kepada pelaku Pedhofilia berupa tindakan kebiri kimia, bahwa tindakan jahat
berkaitan dengan seks Pedhofilia berakibat tidak baik bagi anak. Anak yang
menjadi korban Pedhofilia dampak yang diterima dapat merusak masa depan
anak, apalagi anak-anak yang menjadi korban Pedhofilia tidak hanya merugikan
anak saja, melainkan juga masyarakat luas. Pengaturan Hak Asasi Manusia terkait
dengan hak reproduksi manusia, bahwa setiap orang mempunyai hak atas
reproduksi kesehatan, hak tersebut dilinudngi oleh undang-undang dalam hal ini
Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 39 Tahun 1999. Hak
reproduksi adalah hak kaum perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan
dari tindakan pelaku pedofilia, jika dibenturkan antara hak pelaku tindak pidana
yang dijatuhkan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa pelaku kebiri kimia
mempunyai hak untuk tidak mendapatkan perlakuan penyiksaan dengan kebiri
kimia namun di sisi yang lain, pelaku harus menghormati anak sebagai korban
tindak pidana kekerasan seksual pedofilia).

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Pedhofilia, Hak Asasi Manusia
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